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P erlunya retormalsi) (hukom)
A agraria memang telah didis-
kusikan dan  ditulis  banvak
peneliti dan pengamat  dengan
menunjukkan berbagai kasus dari
lerbagal dacrah misalnya  “besal
Pikir™ Politix Hukum Agearia oleh
Maria Rita Ruwiastutn (2000},
Reforma Agraria aleh Tim Lapera
{20013, dan “Reforma Agraria
Perjalanan yang Belum Berakhir”

oleh Cunawan Wirad: (20000,
Mamun  suara Minangkabau
tentang  perlunva  reformaist)

(hukum) agraria, kalan tidak hisa
dikatakan tidak terdengar, tapi
masih sayup-sayup. Tulisan ini
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mencoba  menyvuarakan
mana  Minangkabau
gaung  reformals)
agrarid,

Reforma(st) agraria me-
nEng SCTINg memperaleh
MMCHTENLLIT Relika CHEAng,
memperianyvakan  beberapa  hal
seperi persoalan apa yang
paling hanyak menenuhi
pengadilan Sumatcra Barm 7
Perkara ianah. Apa yang
menjadi pemicu banyak konflik
(perkelahian)  meer  keluarea,
antarz  kelvarza  dan antar
masvarakat di Sumatera Barat 7
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Arti Tanah  Bagi Orang
Minangkabau

'K cnapa  lanah  bisa  begitu
A penting bagi orang
Minangkabau Schab  tanah
bukan  sekedar obwek  fimk
material semata tetapl la telah

dikonstruksi secara sosial, budava,

politik  dan  ekooomi  schingea
mengandung  beragam  makna:

tangh sebapal identitas kolteral,
stalus sosial, perekat sosial dan
sumber ekonomi.

Dalam  masyarakat  adat
Minangkabae tanal  dipandang
sebagal identitas kultural (cultral
icfearifiy), sebab ketidakmampuan
seseorang  memperlibatkan  dan
lapabh mana nenek  moyang
mercka berasal dan dikuburkan
maka  idemtitas diri (self iden-
tification) schopai orang Minang-
kabau akan dipertanyakan, Tanzh
dapat  juga  dijadikan  sebagal
indikator dari  status  sosial
seseprang: semakin banvak tanah
pusaka yang dimiliki. semakin
tingp! status sosial seseorang atau
kaum, Sebab jumlah tanah pusaka
vang dimiliki berbulbungan erat
denean “keaslian” sescotang atau
kaum sebagai penduduk  asal.
Sehaliknva,  seseotang yang
herasal sebagai orang atau kauwm
yang pielakol [membaur
dengan suku asal) wkan memilik
lebih sedikil tanah pusaka. Tanah
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s dipandang sebapal perckat
hubungan sosial. Semakin dekat
seseorang ke dalam pusaran
lingkaran  pocwarisan  tanah
pusaka maka semakin  dekat
hubungan  kekerabatan  matr-
lineal. Selanjurnya semakin
kental pula rekatan hubuangan
sosizal. Posaran lingkaran peswa-
risan flanah pusaka bermula dari
mti kemuodian melebar ke
pingeiran, vailu dart samande
kemudian  saparmk,  senenek,
sekaum  darn sasuku.
Dari gambar di bawah memper-
lihatkan semakin kecil lingkaran

gk,

pewarisan  semakin kobesif
bubungan  seseorang  dengan
kelompok  dan semakin dekat
aliran Jewarizan pusaka
SESEOTNE,

Gambar 1. Lingkaran Pewarisan
Tanah Pusaka dan Jarak
Hubungan Sosial
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Dalam  konsepsl  masya-
rakat Minangkabaw semuoa tanah
memiliki manfaat ckonomi, tidak
ada  sepelak moahpun vang
dipandang tidak memifika
kegunaan; S ferearg oo
paddi,  nman tHRgEENE  taroml
hambu, nean gurun fadivan parak,
ran padek ka paruwiohan, wan
i Jediban posdanl,  wan
gonaig ko fabek fkan, non padang
tampek  phbalo,  wnar lacah
wuhangan  kabow  nan rdawans
reeangan iiek” (vang  lercng
tanami  padi.  yang  lunggang
tapami  bambu,  yang  gurun
jadikan kebun, yvang padat untuk
perwmnahan, yang  Kelinggian
jadikan kuburan, yvang berlubuk
jadikan tambak 1kan, vang padang
tempat gembala, yanz berlumpur
kubangan kerbau, vang berawa
renangan ittk).

Kaonsepsi kegunaan ckono-
mis tapah tersebul merupakan
reflekst  dari kesadaran  etno-
ckologis  muasyarakal  tentang
lingkungan.,  khususnya  tanzh,
Dari  konsepsi tersebur di atas
terlthar bahwa apapun  jenis,
bentuk serma posist tanah memiliki
kegunaan ckononis bag
masyarakal. Konsepsi adat dalam
masyarakat Minangkabau menem-
patkan scmua jenis, bentuk serta
posisi tanah dalam arii fungsional
secara ekonomis.

12]

Maraknya persenghketaan
tanah (ulayal) tersebut, berjalin-
berkulindan  antara  bagaimana
masvarakal  memakpar  tanah
denpan bagaimana suatu kekua-
saan (negara) melalui perangka
hukuminya mengatur  persoalan
tanah.

Formalisasi “Penjarahan™ Ta-
nah [layat

F ormalizas:  Ypenjarzhan™
A - tanah ulavat dapat dilihat
darl dea periede sejarab @ satu
maza pemerintahan Belanda dan
Republik Indonesia.

Formalisasi “Penjaraban™
Tanah  Ulayvat Berdasarkan
Hukum Paositip Belanda

IM enelusurs  Pelakat [an-
WAL jang.  janji  pemerintab

kolonial Belanda » pada masva-
rakat  Minangkabau pada 25
Oletober 1833, disebotkan Bahwa
pemerintah kolonial  Belanda
tidak  akan campur tangan
terhadap  kekuasaan napar dan
hukum adat, termasuk tentang
hukum adat tenlang tanah, Jang
tersebut  ditulis  pada  bagian
kedua, lenpkapnya, seperti vang
ditulis Rusli Amran {1983 17,
scbapai berikut;

“Residen atal pejabat
pemerintah  lainnyva di daerah
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pantai  ini, sama sekali tidak
boleh  ikot campur dalam
pemerintahan nagari, begitu pula
mencampuri hak kekuasaan para
kepala terpenting Anda dan para
penghulu, Pemilihan para kepala
Anda akan dijalankan eleh Anda
sendirl menurul hukum dan ada
anda, Semua  persoalan dise-
habkan wang-piutang,  pelang
caran, perkawinan, perceraan,
harta pusaka dan schagainya,
akan diputuskan oleh  Anda
sendind menurut hukwm dan adat.
Juga orang-orang lain tidak boleh
ikut  campur  dengan  sistem
peraditan Anda  atan cara-cars
Anda mengadili tindak pidana,
tetapi  semuanya melalui  para
penchuly selaras dengan hukum
dan adat. Dikecualikan hanya
tindak pidapa yang ditujukan
pada pemerintzh scpertt pembe-
rontakan, perlawanan, membu-
nuh atau mengamaya  prgaaa
pemerinteh atau tentara, meram-
pas atan merusak harla benda
pemerintah. Barangsiapa melaku-
kan kejahatan demikian, akan
diadili Pengadilan  Neperi di
Padang”,

Walaupun  janji  tersebut
dilanggar sendini oleh  Belanda
namun hukum adat tentang tanah
di  Minangkabay relatif  sediki
dicakarawai {dicbok-obok) diban-
dingkan dengan Jawa.  Supava
Undang-undang Agravia Na, 33

el dwtropolagt V2 7-2004
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tahun 1870 {Apgrarische  Wer)
dapat menjanghkat daerah
Sumatera Barat maka dibentok
sebuah Panitia  Agraria tingka
linggl. Tetapl panitia terscbut
tersandung dengan hasil penyeli-
dikan dari panitia lain yang lebih
rendah tingkatnya melalui Surat
Keputusan  Pemerintah Hindia
Belanda pada tangszl 10 Juni
[B6T. Panitia ini mengeluarkan
“Restimpulan dart penyelidikan
atas hak-hak wang berlaku atas
tanah-tanah ncgara yang tidak
dikerjakan”, vang dikenal dengan
singkatan Resumé, pada tahun
L8772, Dalam Resumé 1ersebur
disimpulkan bahwa “di Minanuz-
kabau tidak ada tanah tanpa tuan,
sefiap jenzkal apah liar maopen
pernah dikerjakan, hak ulavatnya

dipcgang  eoleh  nagan  yang
bersanghkutan™  (Amran, 1983
2060

Pelaksanaan  Domelnver-
Eearing (mencaplek tanah-tanal
secara  sepibak  sebagai  milik
nczaral di Sumatra Barat terjadi
pada tabun 1874 lewar Lembaran
Neaara Mo, 94F, 1874). Pasal |
darl domeinverklaring menyvebut-
kan bahwa “semua tanah vanz
belum dikejakan ataw tanak har

(waeste  grovden) di Pulao
sumatra  vang  telah  dijajah
Belanda, selama dari  pihak
pendudux hak-haknya  vang

didapat dari hukum pembukaan

b |
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tanah, adalah milik nepara. Atas
tanab-tanah milik  negara iy,
hanya berlaku  hak-hak  yang
dipegang negara dengan mengi-
neat hak rakyal guna membuka
lahan.” Dameinverdloring, sccara
vuridis,  berlentangan  dengan
Regerings Reglemant (RR) vang
kedudukannya lebil tingoi dar
vang disebut pertama, Pada pasal
75 dari Regerings  Regleman!
menyvebutkan bahwa harus men-
jawa agar para  bakim udak
melangear lembaga-lembaga ataw
acdat kebiasaan pribumi. Sedang-
kan pasal 66 (alinea 5) ditegaskan
habwa  pubernur  Jendral  harus
meniaga agar penyewaan’
pemberian tanah jangan sekali-
kali mengganggu hak pribani.
Penerapan  Domeinverkiao-

ring mendapat  kritik  dan
serangan batk  darl  kalangan
Belanda, terutama  ahli hukum

mereka seperti Van Vollenhoven,
dan  kalangan pribumi.  Untk
mengatasi hal tersebut pada tahun
L 800 Menten Penjajahan
mengusulkan, sepertt yang dikutip
dalam Amean (1983, 270):

L.oAgar dikeluarkan  semua
kalimat  yang  mengandung
Reterangan-keterangan  togas

bahwa pemerintah mempunya
hak mutlak  atas  tanah-tanah
vang belum dikerjakan, bepite
pula penentuan tanah-tanah lar

123

yomg  mana  lermasuk kepu-
OYQEn neRard.

2. Memberi  kesempatan
para  penghuly  yang  dulu
memypunyai bak ulayat. untuk
ity sertn menvewakan tanah
terfrachin) mereka. lnd bisa saja
dilaksanakan asal ditentukan
bahwa tanah  kepunyvain
negara bisa disewakan dan
memerintahkan  para  pejabat
penvelengears agar berembuk
terlebih dahule dengan para
penghulu  mengenal  jumlah
canti rugl terhadap tanah liar
vang dizowakan, jika memanyg
ada  alasan urituk i
berdasarkan adat,

Foeberadaan hukum posi-
ip Belanda di Minangkabau
telah memberikan akibat seperti
munculnyva lembaga ganti rogi
khasanah  kelembagaan
vang berksitan dengan tapah di
Minangkabau,  lembapa  ganil
rugl ini, dikenal juga dengan
sillahy  joriah, secara  teorclis
bertentangan dengan konseps
masvarakat  adat  Minangkabau
lentang  tanab.  Sebab,  seperti
dijelaskan di atas, menurut adat;
"Tafua indek dimakon bali, difu
ingiak  elimeken samdda”  (lerjual
tidak bisa dibeli, digadal tidak
dapat dimakan sandera).  Oleh
karena ito, kalau merujuk pada
konsep  keadilan hukwmn  adat,
maka segala sesuatu benfuk jual

pada

dalam
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bell tanah adat batal demi hukam
adat.

“Penjarahan”
Berdasarkan

Formalisasi
Tanah  Ulayat
Fukum Positip 11

erbedaan pandangan tentang
AL hak  atas tamah antara
masyarakat adat dan pemerintah
Republik Inonesia telah menim-
bulkan beberapa perscalan seperti
deviasi  kepentingan  nasional,
definisi kelint tentang “peniua-
saan negara” dan harakiri  hak
masyarakat adat karena dikeluar-
Lannya Peraturan Menin Negara
Apraria {Permenag) Mo.s Talers
1999 tentang Pedoman Penyele-
saian Masalah Ulavar Masyvarakat
Hukum  Adar,  Kesemua  ind
berakibal pada terjarahnya tanah
ulayal tmasvarakat adat  oleh
kepentingan — pengupsa  nanpun
perusahaan swasa.

1. Deviasi Kepentingan Nasional

;P emeriptahan Republik lndao-

L nesia melalui Undang
Undang Pokek Agraria 1960 (UL
Mo 519600 menceba  menga-
komaodas seimua persealan
perianaban, termasuk hak
masvarakat adat terhadap tanah
mereka,  dalam  satu undang-

undang, Pada pasal 3 dari UL
Ne.3/1960  menyatskan bahwa

Jirngd Amseagologi VY 7-2004
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dengan  mengingat  ketentuan
dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan
hak ulaval dan hak hak-hak yang
gerupa o dari  masyarakat-
masyvarakat hukuem adat. sepan-
jang  menurut  kenyalasmnya
masih harus  sedemukian
rupa  schingea sesuai  dengan
kepentingan nasional dan
Segara, yani berdasarkan atas

ada,

persatuan  bangsa  serta  tidak
boleh  hertentangan  depgan

lndang-undang  dan  peraturan-
peraturan Jain vang lebih tingg.
Kemudian dipertegas lagh pada
pasal 3 vapp menyebutkan
bahwa  hukum  agraria  yang
berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa  ialah  hokom adat,
sepanjang  iidak  bertentamgan
dengan kepentingan nasionzl dan
Megara, wang berdasarkan alas

persatian bargsa, dengan
sosialisme Indonesia seTha

dengan peraturan-peraluran yang
tercantum dalam Undang-undang
i dan  dengan  peraturan
perundangan  lainnya,  sepala
sesuatu  denpan  mengindabkan
unsur-unsur vang bersandar pada
hukum agama.

Interpretas: terhadap
konsep kepentingan nasional dan
negara  serta peraturan perun-
dangan yang dikeluarkan untuk

mendukeng  pelaksansan UL
No 31960 tersebut  sering
menzabaikan  keadilan  masya-

124
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rakat hukum adat terhadap hak
vlavat yang mereka warsi lurun-
terourun. Interpretasi terhadap
konsep kepentingan nasional dan
negara sering metghadirkan di-
lema  oleh penerima hasil
interpeetasi. Misalnya pemerintah
daerah ketika berhadapan dengan
pemerintah - pusat  atau  rakyal
ketika berhadapan dengan peme-
rintzh.  Pemerintah daerah  dan
rakyat tidak sedikit menenma
stigma schagai terlalu kedaeraban
atae  tdak nasionalis ketika
dihadapkan  kepada  persoalan
Lebijakan  wvang  dibuat  eleh
pemnerintah  pusal  atau  npegara,
Pada hal interpretast yang dibuat
tidak  jarang  sarat dengan
kepentingan pusat atau pemerin-
lah sebagai sualu Kemuonitas elit
atau kelompok tertentu. MNamun
kepentingan komunilas elit atau
kelompok tertentu  terscbut diba-
fut dengan kKepentingan negara.
Kepentingan negara pada Chrde
Lama dinyatakan lewar kata
revolusi  sedangkan pada Orde
Baru menggumakan kata pemba-
nguian. Sehingga daerah danfatau
rakyat scring diperlakukan tidak
adil oleh perakan revolust di masa
rde lama dan  pembangunan
pada masa Orde Baru.

2. Pembelokan Makna tentang
“Penguasaan Negara™

E - ak menguasai dari nepara
. seperti ditegaskan dalan
paqal 2 ayat 2, ayat 3 dan ayat -1
Undang Undang Pokok Apraria
(UUPAY  merupakan  pengeja-
wantahan  dar Llsalat  yang
terkandung dalam  Pasal 33 ayal
3 LU *45, Hak menguasai dart
negaran (HMMY - menempatkan
negara bukan menjadl pemilik
tanah tetapl schagal organisas
tertingpl dari bangsa Indonesia
vang dibert kekuazaan untuk;

1. Mengatur  dan menyelenz-
parakan perunlukan, pengeu-
naan, persediaan dan pemeli-
haraannya,

2. Menentukan dan  mengatur
hak-hak yang dapal dipunyai
atas (bagian dari) bumi, air
dan ruang angkasa,
Mengatur dan menentukan
hubungan-hubungan hukum
antara  orang-orang  dan
perhualan-perbuatan bukum
vang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa,

Tujuan uwtama dari hak
menguasal  dari negara  berda-
sarkan pasal 2 ayal 3 LULUPA
adalah untuk mencapai sebesar-
bezamyva  kemakmuran  rakyal
dalam arti kebangsaan, kescjah-
teraan dan kemerdekasan dalam
masyarakal dan ke,

L
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Pelaksanaannva berada  dibawah
wewenang  presiden sebagai
mandatars.  Penvelenggaraannyva
dapat  didelegasikan kepada
daerali-daerah  swatantra  (pro-
vingi, kabupaten'kota,  kecs-
matan dan desa) dan dimung-
kinkan pula oleh komunitas adal

vapg masih kuat  kevakinan
norma-norma  adatnva (Fauzl,
199Gy

Tetapi cita-cila lubur dart
filosofi “untuk schesar-besarnva
kemakmuran rakyat™ dari pasal 33
LU "43  terscbut,  dalam
prakicknya, dibiaskan pleh kepen-
tingan pemerintah batk  scbagas
kelompok  elit (militer  dan
birokrat sipil) maupun  pribad:.
Akibamva hak menguasal nepar
tethadap  tanah  dibelokkan
menjadi tanah negara,  lewat
Keputusan  Presiden  fenlang
Konversi Hak-hak Barat Ne. 32
Tahun 1979 vang  juga
bertentangan dengan hukum adat
Minangkabau, Kepprres ini
menegaskan tentang hak-hak barat
menjadi  tansh  negara vang
menginstruksikan selurah  tanah-
tanah  vang dikuasai  Belanda
schagal perkebunam harus
dikembalikan kepada negara dan
menjadi tanah pegara, Kepres ini

sanpat  melecebkan  keberadaan
hak-hak masyarakat adat yang
telah  dirampas  aleh  bak

pemerintahan  Kolonial Belanda

it Aniropologd V22004
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maupun Jepang, Mepurat prinsip
adat Minanghkabau, taraly
tersebin harus kembali kepada
pemilik scmula, vaitu masyvarakat
adat  sebah reigrenk,
knbergan ringea”. Arlinva tanah
yang telal dimanfaatkan
kegunaannya,  setelah  <diting-
pgalkan, ‘hak wulavat otomatis
kembali seperts semula.
Pembelokan makna terus
berlanjut ketika ™anah negara”.
vang  didelenisikan hak
menguasai negara  terhadap
tanah, dalam prakicknya dimak-
nai sebaga “tanah milik ne-
para”, Pembelokan makna
telaly  =anpat  terdeviast  dari
semangat  awalnyva  vaitn hak
Menguasal MCEATH “untuk
sehesar-besarmva kemakimuran
rakval". Posisi ini scheparnya
telah jelas dan tegas pada pasal 2
ULIPA yaitu  menempatkan
negara  sebapal  pengatue  lalu
lintas pertanshan,  Dalam kon-
teks masvarzkat hukum  adat
Minangkabau, hak  menguasal
dari nepara tidak hanya membuat
peraturan perundangan, termasuk
Peraluran Daerah {Perda),
tentang  pertapaban letapl jupa
pro aktif  dalam  mencarikan
peluang kerjasama antara
masyvarakal hukom adat sebapm
pemilik  lanah  dengan  swasla
nasionzl maupun asing sebagai
pemandal. Sedangkan hasil vang

il i
AL
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diperoleh  nepara  dari aktifitas
tersebat adalabh pajak atau fee
bagi  tugas negara  scbagal
pengaiur lalu litas.  Definist

seperti ini sangal cocok dengan
semangat vang terkandungz dalam
Pasal 33 aval 3 UILID #45,

4. “Suntilomati™
raleat Adat

Halk Masva-

P craturan . Mentri Megara
' Agraria  {Permenag) No.s
Tahun 1999 tentane  Pedoman
Penyelesaian Masalah  Ulayat

Masvarakat Hukum Adat, misal-
nya, seolah-olab ingin menyela-
maikan hak masvarakm  bukom
adat terhadap hak ulayat vang
mereka warisi lernyata Permenag
tersebut  svarat dengan kepenti-
negan komunitas elit dan kelompok
lertentt. Sebab dalam Permenag
tersebet, paling  sedikil, terdapat
tiga pasal vaitu pasal 1, 2 dan 3,
Pada pasal 1 dikatakan
satal satu syarat hak ulayat adalah
tidak terputusnya bubungan suatu
masvarakal hukum adat dengan
wilayah  yang  bersangkulan
Sedangkan  pada  pasal 2
ditegaskan  bzhwa bhak  ulayat
dapat  dilaksanakan  sepanjang
pada  kenvataannyva masth ada.
Kedua pasal i sering dijadikan
alat legitimast pemerintah uniuk

menyatakan  balvwa  hak  ulavat
suatn kemumias  masyarakat
127

hukum adat di svatu wilavah
tidak ada lagi, Pada hal, seperi
telah ditepaskan di atas, dalam
konsepsi masyarakat  adat
Minangkabau babwa “kek tamal
nan  sabingkah alal  bamiliak,
kerk vialeit
bapia, malu ron afun babaei”
(jika rtanah sekeping, telzh
dimiliki; Jika  rumput  vang
schelal., sudah ada vang punya;
malu belum lagh dibagi). Jadi
semua tanah di Minanpkobau
telah ada pemilik- nya secara
komunal  (kaum,  ulayat  kauns
dan/atane ulayal nagari), kecuah
tanah  yang telah dikibahkan
sehingga menjads milik pribadi.

Serara sosiologis, Penme-

FUHMENE NT albeh

nag  No3 1999 merupakan
“suntikmati™ atau “harakini™ bagi
hak  masyarakat  hukum  adat

terhadap tanah ulayainya, Sehab
substansi Y. sepanjang pada
kenvatsannya  masih - ada o
mengabaikan realitas penjarahan
pemerintahan Kolonial Belanda
dan Jepang terhadap tanzh ulayat
masvarakat hukum adal
Kemudian penjaraban  tersebut
diperkuat  dengan  penjarahan
nemerinlah - rezim Orde Baru
lewat Keputusan  Presiden
tentang Konversi Hak-hak Barat

Mo, 32 Tahun 1979 di atas,
Akibainya  substansi 3=
panjang  pada  kKenyalaannya

B

masih ada ... pada Permenag
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tersehit dilihat sebhagai
“suntikmati” ataw “harakin™ bagi
hak masvarakat  hukum  adal
techadap  tanah  ulayat mercka
vang dijarah lersebul,

Sementara pasal 3

menjelaskan  bahwa  pelaksanaan

hak  ulayat  tidak dapat  lag
dikerjakan apabila ulayat tersebut
sudah memjadi milik  perse-
arangan, Ini berarti bertentangan
dengan  prinsip  kepemilikan
komunal menurut hukum  adat
Minangkabau,

REFORMA{ST} AGRARIA

= _I pnaswan Wirady (2000: 37-
oA Bd) elah membedakan
analara reformast agraria dengan
relorma agraria, Reformas]
Bertujuan  memperbaharnag  fungs
ketimbang  memperbahare struk-
tur, Sedangkan reforma agraria
meliputl  perubahan Tungsi serta
struktur, Bagi Wiradl, Indonesia
memerlukan  reforma agrana
melalul fonafrefors.

Apapun  konsep  yang
digjukan,  apakah  reformasi
ataukah reforma agrara, konsep
tersehul jangan diterapkan dalam
ransh  keseragaman.  Scbab ol
perubahan  yang  dikebendaki
adalah perlunya payung undang-
undang pertanahan yang
memberikan peluang lagi

perbedaan pelaksanaan  atau

Sueod Avrropolond VeOT-2003
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pencrapan  berdasarkan kebia-
saan, budayva dan koodisi daerah
selempat, dengan prinsif’ semia
kebijakan bermuara pada
keadilan dan kemakmuran bag;
masyarakal Indonesia.

Reformasi Mei 1998 welah
memberikan pelunng bag
semakin  terbukanya  kordor
demokrasi, hak azazi manusia,
olomomi, dan kedauwlatan rakyat
untuk  dikristalisasikan  dalam
program  dan  aktifitas  nyatz
dalam keludupan bernegara dan
bermasyarakat termasuk impele-
mentasi kebijakan-kebijakan
permbangunan di tengah nasyara-
kat, Koridor demokrasi, hak
azazi manusia, ofonomi, dan
kedaulatan rakyat akan semakin
disadari penting kehadirannya &
masa depan oleh hampir semua
lapisan masyarakat. Hak
masyvarakat adat erbadap tanah
wlayat tidak bisa lagi dijarah alaw
diperlakukan semena-mena oleh
pemerintah alau yang mengatas-
namakan mnegara  seperti yang
telah terjadi pada masa lampau
scbhab  masyarakal  bertambah
kritis  dan  berant  dalam
memperjuangkan hak dan keads-
lan.

Pemecahan konllik tanahk
ulayat, dalam rangka penguatan
basis kelahanan ekonomi sosial
budaya masyarakal adal, Kiranya
memakai semangat reformasi dan

'.'_lﬁ
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memperhalikan  prinsip  win-win
solution, dalam masyarakat adat
Minangkabau  dikenal  dengan
“lamak dicwak kofefu diveang”
Dalam  kaitan  ini kila  perlu
mengacy pada semangat pasal 33
ULD 45 Oleh karcna ilu hak
menguasai  dart negara, seperti
ving ditepaskan dalam pasal 2
aval 2. ayal 3 dan avat 4 UUPA,
harus dikaitkan dengan cita-cita
luhur dari Olosofi "untuk sebesar-
hesarnva  kemakmuran  rakvat”
dari pasal 33 UUD *45 lersebut,
Dalam konteks masyarakat hukuam
adat Minangkabau, hak menge-
asal  dari negara tidak  hanya
membual peraturan perundanpan,
termasuk Perda, tenlang pcria-
nahan tetapi juga pro akiif dalam
mencarikan  peluang  kerjasama
antars masyarakat  adel sehagai
pemilik  tanah  dengan  swasta
masional maupun asing  sehagai
pemodal atau Badan Usaha Milik
Newara (BLIMMNYL Sedangkan hasil

yang  diperoleh  nepara dard
aktifitas tersebut adslsh  pajak,
retribusi  atau  [ee bagi  tugas
negara  sehagal  pengatur lale
lirtas. Definisi seperti ini sangat
cocok  dengan semangat  vang

terkandung dalam Pasal 33 ayat 3
LD 45,

Dalam  kaitan  hubungan
antara tanah ulayat  dam
pemanfaatannya oleh negara dan
swasta i Sumatra Barad terdapat

2%

beberapa kebijakan bisa diper-

timbangkan sebagai suaty
skepario masa depan.  Perfame,
terhadap  tanah  ulayat  yang

dizunakan untuk bisnis (seperti
perkebunan)  dan kepentingan
publik  yang “berbau  hisnis”
(seperti pasar) apabila tanahnya
telah {scdang) dilakukan  ganti
rugl,  gantl rugl dapal  tetap
dilanjutkan. Tapi o ditujukan
buat tumbuhan, hangunan dan
hewan piaraatn yang ada 1 atas
tangh.  Sedangkan  tanazbnva
sendin yaitu tanah ulayat masuk
sebagai  saham  dalam  wsaha
lersebut. Sehingga  masyvarakat
wkum adat vang memiliki tanah
ulayar  dapat menikmati hasil
usaha tersebut. Kedua, jika ada
pemnanfaatan  terbadap  sesuatu
vang ada di dalam, di bawah atao
di atas tanah ulavat bagi usaha
bisnis atan kepentingan publik
vang “berbau bisnis” maka hak
masyarakat atas ulavat mereka

harus  diperhitungkan  dalam
bentuk  saham, [ee atau
penyerinan  masyarakat  adat,

IKetiza, jika pemanfzatan tanab
ulaval pada kepentingan publhik
non  bisnis scperti jalan  atau
perkantoran maka  masyarasat
ulavat akan mendapat  “siliak
Jariah”, yaite kompensasi uang
tethadap penyerahan tanah ulayat
untuk dimanfaatkan dalam wakiu
vang tidak lerbatas. Kompensasi

Juria Andeapologi VO T-2004




tersebut harus berada pada rata-
rata harga  fanab komersial,
Keempat, apabila  semua jenis
pemanfaatan  tadi  iclah  selesy
pengounaannya  maka  berlaku’
“kabou fepak bebangan fingge”
Artinya  penguasaznnya  Kembali
pada kaum, suku atau nagan
semula. Relimg, seiring  dengan

aisar

empat  skepario  terscbut dilu-
angkan dalam Peraturan Daerah
Somatra Baral,  Perlu juga
dipakizkan bagaimana mencegah

proses  penseriiitkatan tanah
ulavar tidak  menjurus  kepads
privatitasi tanah  wlayat sebab

tanah  ulaval bersifat  komunal
dan lidak hisa dijual.

semangat  olonomi  daerak,  ke-
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